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HUKUM TUA DESA WIAU LAPI KECAMATAN TARERAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PERATURAN DESA WIAU LAPI
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HUKUM TUA DESA WIAU LAPI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi-misi desa yang telah disepakati
bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada
kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan
pembangunan baik skala desa dan atau skala kecamatan/
kabupaten;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala desa
dan atau skala kecamatan/kabupaten, diperlukan pelaksanaan
yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik,
ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJM
Desa, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa);

c. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis
Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas
kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta
kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan
Hukum Tua;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan
Peraturan Hukum Tua tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) Wiau Lapi Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perurdang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi scbagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3988);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
tahun 2014Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Permendagri 20 tahun 20118 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahunr 2019 Tentang

Musyawarah Desa,

Dipindai dengan CamScanner



15, Peratumn Menterd Desa, Pembangunan Daerah Tertinggnl dan
Transmigrasi Republik Indonesin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Umum Pembangunan Pemberdaynan Masyarnkat Desa
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261 )

16, Peraturan Desa Winu Lapi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI
dan
HUKUM TUA DESA WIAU LAPI

MEMUTUSKAN:
Menctapkan: PERATURAN DESA WIAU LAPI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2021

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Decsa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di
bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

4.  Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
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disclenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang

bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang disclenggarakan olch Pemerintah Desa untuk
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa,

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten/Kota.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditctapkan oleh

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan  oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan desa.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa
dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan
mengedepankan Kkebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data
mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi

terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika
masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber
daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana
fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
permasalahan yang dihadapi desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa,

adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
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17. Daflar Usulan RKp

Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari
RKP De

sa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah

Desa  kepada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota melalui  mekanisme

perencanaan pembangunan Daerah,

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan

uang serta scgala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

19. Asct Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kckayaan asli Desa, dibeli

atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan
hak lainnya yang syah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sclanjutnya disebut APB Desa, adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang

diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga

yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

24. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

25. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2
(1). Rencana Kerja Pemerintah Desa Wiau Lapi Tahun 2021 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
a. BAB1 :  PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
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2 Twvent Wokum

Y Tajoan dnr Manfaat

1 Vie Misd 1vrea

8 Mrkamieme Perrusunan RKP {ven

h RARNY) OAMBARAN UMUM KEBLIAKAN KEUANGAN DESA

1 Kebijakan Pendapatan [eea

2. Kebiinkan Belania Dean

3. Kebijakan Pembiavaan Desa

o DA EVALUAST PELAKSANAAN RKP DEQA TAHUN 2001
A DAR IV o PRIORITAS PROORAM DAN KEOQIATAN TAHUN 2021

1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelnla
oleh Desa Tahun 2021;

2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelnla
melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga:

3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa vang dikelola
olch Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah.
pemerintah  daerah  provinsi, dan pemerintah  dacrah
kabupaten; dan

4. pelaksana kegiatan Desa

d.BABIV : PENUTUP
LAMPIRAN : 1. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021

2. Berita Acara Musrenbang RKP Desa

(2) I1si Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | dan Il Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian vang

tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi

Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021,

Pasal 4
Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun/dimasukan dalam APBDesa

Tahun anggaran 2021.

Pasal §
Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan
akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan dan pengguna angaran lainnya dengan penggunaan
dana melalui/dibuat RAB (Rencana Anggaran Belanja).

Pasal 6

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Hukum Tua.
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Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa WIAU LAPI
Pada Tanggal 29 September 2020

Diundangkan di Desa WIAU LAPI
Pada Tanggal 29 September 2020
SEKRETARIS DESA

HENDRA S. MOKALU
Lembaran Desa Wiau Lapi Tahun 2020 Nomor...2%.
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NASKAH
RENCARA KERJA PEMERINTAH DESA

{ RKP DESA )
TAHUN 2021

DESA :  WIAU LAPI

KECAMATAN :  TARERAN

KABUPATEN :  MINAHASA SELATAN
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DAFTAR 18I

BAB I ¢ PENDAHULUAN
1. Latar Belakng
2. Dasar Hukum
3. Tujuan dan Manfaat
4. Visi - Misi Desa

5. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
1. Kebijakan Pendapatan Desa
2. Kebijakan Belanja Desa

3. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III . EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2020
BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa Tahun 2021;

2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui
kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;

3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan

4. pelaksana kegiatan Desa
BABV : PENUTUP

LAMPIRAN : 1. Daftar Usulan Proritas Program dan Kegiatan Tahun 2021
2. Berita Acara Musrenbang RKP Desa
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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang ~ Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
yang merupakan undang-undang terbaru yang mengatur tentang desa, Desa
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, sclanjutnya
discbut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah
Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa berhak melaksanakan
kegiatan pembangunan diwilayahnya. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78
Ayat 1 da 2 disebutkan bahwa (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan
prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; (2) Pembangunan Desa meliputi
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan
partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2015 Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6
(lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) sebagai
satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara
partisipatif dan transparan.

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa adalah penjabaran dari
RPJMDes dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam Dokumen RKP Desa memuat
rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa hasil evaluasi
pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan
atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam.

Keberadaan kedua dokumen tersebut wajib adanya dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa. Karena kedua dokumen tersebut adalah merupakan dasar dari
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RKP Desa
antara lain:
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Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014
Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun
2014Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Desa WIAU LAPINomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJM Desa).
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C. Tujuan Dan Manfaat

a. Scbagai dasar dalam penyusunan APBDes,

b. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan
desa dalam 1 tahun,

c. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program
pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun,

d. Sebagai bahan dalam melakukan cvaluasi pelaksanaan pembangunan
tahunan,

¢. Scbagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa.

f. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat
untuk pembagunan desa.

D. Visi Dan Misi

Visi  :  “menuju pemerintahan dan masyarakat desa WIAU LAPI yang beriman,

bersatu, rukun, mandiri dan sejahtera”.

Misi: 1. Mewujudkan pemerintahan dan masyarakat desa WIAU LAPI yang
takut akan tuhan berdasarkan pancasila dan uud 1945.

2. Memaksimalkan pemerintahan desa/ aparat desa yang jujur, adil,
berwibawa, berkreasi serta berdedikasi tinggi dalam pembangunan
desa.

3. Menciptakan kerja sama pemerintah desa dengan semua golongan
gereja yang ada serta meningkatkan kerja sama dengan seluruh
lembaga yang ada di desa.

4. Berupaya untuk melakukan lobi dan kerja sama dengan pemerintah
daerah untuk peningkatan sarana perekonomian masyarakat.

5. Mensosialisasikan secara transparan segala bantuan dana dari
pemerintah daerah dan pemerintah pusat kepada masyarakat.

6. Mengajak generasi muda (pemuda, mahasiswa) untuk berkarya dan
menyalurkan bakat dan minat sesuai dengan iptek tanpa mengurangi
nilai-nilai kebudayaan desa.

E. Mekanisme Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa yang
diselenggarakan oleh BPD;
pembentukan tim penyusun RKP Desa yang terdiri dari 7 orang;

»

pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke
Desa

pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

penyusunan rancangan RKP Desa;

penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
penetapan RKP Desa;

® N oo oo

pengajuan daftar usulan RKP Desa.
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BAB II
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyclenggaraan
pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.Pengelolaan
Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan
keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan
kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus
dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan
yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan
keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa
bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partisipatif dan transparan yang
proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat
umum BPD untuk penetapannya. RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan
31 Desember.Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2019
merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa.Sehingga masih harus

banyak dilakukan penyesuaian - penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnis
implementasinya.

A. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh desa. Perkiraan Pendapatan Desa WIAU LAPI disusun
berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan
perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli
Desa, Dana Desa bersumber dari APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil

Restribusi Daerah, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan
Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar

Rp.1.302.208.720,- (Satu Milyard tiga ratus dua juta dua ratus delapan ribu tujuh
ratus dua puluh rupiah) yang berasal dari :
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1.1. [ Pendapatan Asli Desa 0,-
1.2. | Dana Desa dari APBN 906.599.000,-
1.3. | Bagian dari Hasil Pajak Dacrah Kabupaten 0,-
1.4. | Bagian dari Hasil Retribusi Dacrah Kabupaten 0,-
1.5. | Bantuan Pemerintah Kabupaten 0,-
1.6. | Bantuan Pemerintah Propinsi 0,-
1.7. | Bantuan Pemerintah Pusat 0,-
1.8. | Alokasi Dana Desa 394.859.720,-
1.9. | Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa 0,-
Sumber Pendapatan Lain yang sah dan tidak mengikat 750.000,-
JUMLAH PENDAPATAN: 1.302.208.720

Asumsi Pendapatan Desa tersebut di atas adalah didasarkan pada Pendapatan
Desa tahun 2020 sehingga nominalnya sama dengan tahun yang lalu dan dana
desa dari bantuan Pemerintah Propinsi dan Pusat serta bagi hasil pajak belum

dapat dimasukkan karena pagu indikatif belum diterima ketika penyusunan RKP
Desa ini.

Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening
desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan
Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja
Tidak Langsung.

Belanja Langsung meliputi :

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Modal.

Sedangkan Belanja Tidak Langsung meliputi :

a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;

b. Belanja Hibah.

c. Belanja Bantuan Sosial,

d. Belanja Bantuan Keuangan;

e. Belanja Tak Terduga.

Untuk Tahun Anggaran 2020 total Belanja Desa WIAU LAPI sebesar
Rp.1.361.618.720,- (satu milyard tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan
belas ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupuah ), dengan komposisi, sebagai berikut :
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12.2.2. | Belania Hibah

2.2.3. | Belanja Bantuan Sosial

2.2.4. | Belanja Bantuan Keuangan

225, | Belanja Tak terduga 153,280 000, |
Jumlah 2.2:
JUMLAH BELANJA (2.1. + 2.2.) 1.361.819.752-
Pembiayaan

Pembiayaan desa schagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang periu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran

berikutnya, Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2021 ini, Pemerintah Desa

WIAU LAPI belum dapat menyusun kebijakan pembiayann disebabkan informasi

Pagu Indikatif Penerimaan Desa dan RPJM Dacrah Kabupaten dan Propinsi belum

diterima oleh desa,

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:
a,  Penerimaan Pembiayaan; dan

b.  Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;Rp.59.611.032

b. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
c. Penerimaan Pinjaman; dan

d. Pencairan Dana Cadangan;

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Penyertaan Modal Desa;
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BAB I
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUF 2020

Dalam RKP Desa Tahun 2020, permasalahan Desa WIAU LAP] dikelompokkan menjadi
beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) bidang yaitu :

1.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan desa pada tghun 2020 anggarannya

bersumber dari ADD dengan jumlah anggaran Rp. 423.226.832,- terdiri dari Siltap

Hukum Tua dan Perangkat, tunjangan Bendahara Desa, PTPKD, BPD dan
Operasional Pemerintah dan BPD.

Bidang Pembangunan Desa

Berdasarkan kegiatan pembangunan desa dari pada tahun 2020 ada 2 kegiatan
yang terdanai melalui dana desa yaitu :

- Paving Block Stone Jalan Dalam Desa Rp. 202.893.000,-.
- Pembangunan Penahan Tanah / Talud Rp. 174.419,000
Yang belum terlaksana dalam RKP 2020 seperti :

- Pembangunan GOR

- Pembangunan Perpustakaan

- Jembatan Kapaya Rerengkem

- Rabat Beton Jalan Sebelah Kantor Desa

- Paving Lingkar Lapangan

- Paving Jl. Posumah

Akan dimasukkan dalam RKP Tahun 2021

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Untuk bidang pembinaan kemasyarakatan belum terlaksana, karena terkendala
dengan anggaran yang tidak tersedia, karena sesuai Permendesa Nomor 5 tahun
2015, dana desa hanya dapat digunakan untuk 2 bidang yaitu bidang
Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Yang terlakasana adalah :
- Kegiatan pelatihan Stunting dengan anggaran Rp. 11.715.000 ,-
- Kegiatan pelatihan Kelembagaan Desa dengan anggaran Rp. 10.690.000.-
- Kegiatan pelatihan Kelompok Perempuan dengan anggaran Rp. 11.597.000.-
- Kegiatan pelatihan Trantib dengan anggaran Rp.10.181.000.-
- Pengadaan Makanan Tambahan Rp. 32.000.000,-
- Kegiatan Pelatihan Penyusunan Desain Dan Rab Rp. 10.862.000.-
- Kegiatan Pelatihan Administrasi Jaga Rp. 12.522.000
- Kegiatan Pelatihan BUMDES Rp. 12.547.000
- Kegiatan Penyusunan RPJMDes Rp.4.140.000
Kegiatan Penyusunan APBDes Rp. 1.899.000,-
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BAB IV
PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa Tahun
2021;
Priorotas program dan kegiatan tahun 2021 yang didanai meclalui pagu indikatif
Desa, pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, bantuan keuangan dari
pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau
pemerintah dacrah kabupaten terdiri dari 5 (empat) bidang yaitu bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang
pembinaan kemasyarakatan,bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan Bidang
Penanggulangan Bencana dan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap

kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

1. |Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1 | Pendataan kependudukan / Pembuatan Monografi Desa
2 | Kegiatan Musyawarah Jaga/Penggalian Gagasan,

3 | Kegiatan Musyawarah Desa;

4 Kegiatan Musrenbangdes;

5 Penyusunan Reviu RPJM dan RKP Desa;

6 Penyusunan APBDesa;

7 Penyusunan Perubahan APBDesa;

8 Penyusunan Laporan APBDes, LPPD dan LKPJ

9 Pemeliharaan rutin/berkala kantor desa;

10 | Sewa Pinjam Pakai Kantor Desa;

11 | Rehabilitasi sedang/berat balai desa;

12 | Pemeliharaan rutin fasilitas pendukung kantor desa
13 | Kegiatan Operasional BPD;

14 | Kegiatan Operasional Jaga;

15 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik;

16 | Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Desa;

17 | Cetakan dan Penggandaan Sekretariat Desa;

18 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas;

19 | Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan;

20 | Penyediaan Makanan dan Minuman;
21 | Penghasilan Tetap Hukum Tua dan perangkat desa;
29 ’é\}l)rll)jangan Hukum Tua ,Perangkat Desa, PTPKD, Bendahara Desa dan
23 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
24 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
25 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;(LCD, Computer, Printer )
26 | Pengadaan sound system serta alat pengeras suara
27 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;
28 | Pengadaan pakaian kerja lapangan;

29 | Pengadaan pakaian batik;

30 | Pengadaan pakaian Olah Raga

31 | Pemilihan Hukum Tua
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32 | Premi Asuransi R _
33 | Operator Siskeudes
34 | Alat alat Kebersihan Kantor
35 | Pengadaan mebeleur
36 | Premi Asuransi Keschatan / BPJS dan Ketenagakerjaan
37 | Pengadaan Internet Desa
38 | Pemeliharaan Kendaraan Operasional Desa
39 | Penyusunan dan Pengimputan data Profil Desa
II. | Bidang Pembangunan Desa

1 | Kegiatan Pembangunan gedung Posyandu

9 Pembangunan perkerasan dan paving stone jalan sclatan Desa dan lingkar

lapangan desa

3 | Pembangunan perkerasan jalan bagian selatan dan timur desa
4 | Perintisan jalan perekonomian

S | Rabat beton Jalan lapangan

6 | Pembangunan drainase di bagian timur desa

7 | Pemeliharaan rutin Drainase dan Trotoar di area pem:ukiman;
8 | Pembersihan dan Pemeliharaan Jalan Keblil
9 | Pembangunan sarana irigasi _

10 | Penerangan Lampu jalan

11 | Pengadaan Alat - alat olahraga

12 | Pembangunan GOR Dan Perpustakaan

13 | Pengadaan dan Pengelolahan sangar belajar Desa

14 | Pengelolahan Pendidikan Anak Usia Dini

1S | Pengadaan Buku Perpustakaan

16 | Pengadaan Ambulance Desa ~ N
17 | Pelatihan Stunting i

18 | Pelatihan Pelaksana Teknis

19 | Informasi Publik

20 | Pembangunan Jembatan Kapaya Rerengkem

21 | Perintisan jalan

22 | Desa siaga kesehatan

23 | Pengembangan Desa Wisata

24 | Penelusuran Batas Kewilayaan Desa
OI. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1 | Kegiatan Sosialisasi Trantib

2 | Kegiatan Pembinaan PKK;

3 | Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani

4 | Kegiatan Pelatihan Peternakan

5 | Kegiatan Pelatihan Kelompok Perempuan

6 Kegiatan Pembinaan kepemudaan( Wirausaha )

7 Pelatihan Paralegal Desa

8 | Kegiatan Pembinaan kerukunan umat antar gereja

9 | Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamana desa
IV. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1 Pelatihan Penyusunan RPJMDes

2 | Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat;

3 | Pelatihan Lembaga lembaga Desa

4 | Pelatihan Kader Desa

5 | Pelatihan BUMDES
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’ V | Bldang Penanggulangan Bencana
1 Anggaran Covid
2 BLT

2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja
sama antar-Desa dan pihak ketiga.

Untuk prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar desa
belum ada.

3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai
kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten.

Diajukan melalui proposal dan melakukan pendekatan/ lobi ke Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi da pemerintah daerah kabupaten.

Pelaksana kegiatan Desa

Hukum Tua mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan
oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi:
1. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan

2. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada
dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa
dengan pihak ketiga.

Hukum Tua mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa
terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Hukum Tua menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Hukum Tua, dan
dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa,
dan/atau dikenai sanksi pidana Hukum Tua dapat mengubah pelaksana kegiatan.
Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan
tahapan pelaksanaan kegiatan
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BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan
olch scjauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling
pekegasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilnkukan secara
partisipatil mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi
akan lebih - menjamin  keberlangsungan  pembangunan  di  desa.  Sebaliknya
permasalahan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan
ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan
beroricntasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan
pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi
kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam

proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan : WIAU LAPI
Pada Tanggal : 16 September 2020
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AGENDA ACARA

MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP TAHUN 2021
DESA WIAU LAPI
KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Wiau lapi, 29 Juli 2020

. Registrasi peserta musyawarah (absensi)

. Pembukaan (Doa)

. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

. Sambutan-sambutan

a;. Ketua BPD Desa Wiau lapi dan membuka acara Musdes

b. Sambutan Hukum Tua Desa Wiau lapi
. Pelaksanaan Musdes

. Penutup

Tim pelaksana Musdes Desa Wiau lapi
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PEMERINTAH KARUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

Alamat | M. Desa Wian Lapl Jaga | Kede Pas 95252

BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP TAHUN 2021
MELALUI MUSYAWARAH DEGA

Berkaitan dengan Penvusunan RKP

di Desa Wiau Japi Kecamatan Tareran Kabupaten
Minahaga Sclatan P

rovinei Sulawesi Utara pada :

Hari / Tanggal  :© Rabu, 20 Juli 2000

Jam 12.00 WITA s/d selesai
Tempat Kantor Desa Wiau lapi

Telah dindakan ncara Musyawarah Desa vang dibadiri oleh Hukum Tua. unsur
perangkat desa, BPD, dan kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi vang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta vang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi
- Rancangan Penyusunan RKP Tahun 2021

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Rapat © KetuaBPD 1 QOHAMS 2. RAnTune  SPD
Sekretaris / Notulis Sckretaris BPD @ Detny \OWUV’“M\ . SE
Narasumber 1. Hukum Tua - Ayge\xc T DSENG, ST
2. Ketua BPD 1 JOHANIS 2. RAtunt , SPD

3. PD/PLD - Stevie <oagomw 4P
4. Pemerintah Kecamatan

Setelah  dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya  seluruh  peserta
musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan
akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu ¢

3$\C\Gt\g .... T

...............................................................................

.......................................................................................................................

............................................................................................................................
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Demikian Berita Acara ing dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar
dapat dipergunakan sebagaimang mestinyn.

Wiau lapi, 19 Juli 2020

Wakil Masyarakat

No | Nama Alamat Tanda Tangan |
1. M.\ Proc

Lo Jaga W %f'\’ B

(Rudei Proe s Yo

;

5| Welwn Caagr, S Jaga

E

A -Nenkte Posumein Joga © Jors

A oRTEN feN

e

UKUM TUA

7
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RISALAH RAPAT

Hari/ Tanggal * Rabu, 29 Juli 2020

Waktu Pelaksanaan Jam 12.00 WITA s/d sclesai

Tempat Kantor Desa Wiau Lapi

Materi Rapat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021

................
........................................................................

Pimpinan Rapat  : 1, _JOMANYS 7. RANTING, $3D

2. . DENNT. Wonerman , Se

...........................................

|. Pembahasan

............................................................................................

...............................................................................
.........................................................................

..........................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..................................................................................................

.......... 0:.Jun\angan ¥tw R
..... ettt

\bTUV\jﬂﬂgan \ 1&“0\

........................................................................................

...........................................................................................
..................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
........................................................................................................................
.....................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.................................................................................................................

........................................................................................................................
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Wiau Lapi, 29 Juli 2020

PIMPINAN RAPAT

KETUA BPD NOTULIS/ SEKRETARIS

JOHANIS Z. RANTUNG, SPD

DENNY¥'WORQITITJAN, SE

NOTULEN
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KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SBELATAN

Alamat : 1. Desa Wiau Lapl Jaga 1 Rode Pos 95353

—

Hari / Tanggal

DAFTAR HADIR
MUSDES PENYUSUNAN RKP Desa
TAHUN ANGGARAN 2021

: Rabu, 29 Juli 2021

Jam : 12.00 WITA s/d selesai
Tempat . Kantor Desa Wiau lapi
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DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN YANG MASUK KE DESA

Desa Wiau Lapi
Kecamata: Tareran
Kabupate : Minahasa Selatan
Provinsi Sulawesi Utara
SKPD Pengelola Pro Nama Pro,
No Program/ Kegiatan Kigiatan gram/ Kegia t;grnam Prakiraan Pagu Dana Volume
I |Pemerintah Pusat Kementrian Sosial - PKH 144.000.000
- BPNT 192.000.000
- BST 206.600.000 ]
- Bantuan CBP 12sak |
| 11 |Pemerintah Propinsi éﬁ;ﬁ%ﬁ;ﬁ;ﬁkmaaﬂ Umum Balal | oar6al ( Irigasi ) 195.000.000 150 m
~ Dinas Sosial - Bantuan RTLH 3 Unit
Pemerintah Kabupaten : .
I Minahasa Selatanp “Difias Feketjaan Unium - Perintisan Jalan Poopo 200,000 1000 m
- BPBD {- Masker 15450 lbr
- APD 40 psg
- Termogan 1 bh
- Dinas Sosial - Bantuan Sembako 300 krg

- Mengetahui,
~Hu “Tua

Wiau Lapi, 2 9 September 2020

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

‘/-' )

DB

Hendra S. Mokalu

" T )
. :C) ‘
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Wiau Lapi

Desa
Kecamatan' Tareran
Kabupaten Minahasa Selatan
Provinsi Sulawesi Utara
Sumber Dana Indikatif
Alokasi Dana
No Indikatif Program/ Kegiatan Desa Desa Dana bagian Bantuan keuangan Pendapatar
. SILPA, BUNGA . . . .
Dana Desa (APBN)| (bagian dana BANK DD dari hasd- paJa.k - J Lainnya
perimbangan dan retribusi I APBD Karl‘;:;)awl
kab./ kota) Provinsi
I Penyelenggaraan pemerintahan desa 25,715,000 | 395,453,720 8,452,453 | 14,294,000 - | |
1 - Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa 264,986,916 = [
2 - Tunjangan Hukum Tua Dan Sekdes 21,000,000 -
3 - Tunjangan PKPKD 12,000,000
4 - Tunjangan Staf ( Meweteng ) 33,750,000 -
5 - Tunjangan BPD 30,000,000 =
6 - Kegiatan Operasional BPD 2,500,000 -
7 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Desa & Benda pos 1,780,000 -
8 - Cetak & Penggandaan 2,153,840
9 - Pengadaan Seragam 3,452,453 -
10 - Penyusunan RKPDes 3,000,000 -
11 - Penyusunan RPJMDes 3,400,000 ~
12 - Perjalanan Dinas 20,375,000 -
13 - Makan Minum Rapat Pemerintah Desa 536,000 -
14 - PILHUT 2,001,840 5,000,000
15 - Meubeler Kantor Desa 14,294,000
16 BPJS Kesehatan 4,370,124
17 - Pajak dan Admin Bank 750,00t
18 - Penyusunan dan Penimputan Data Profil Desa 19,315,000
14 Pelaksanaan Pembangunan Desa 466,117,560 - - -
1 - Gedung Posyandu 112,454,000 -
2 - Pembersihan Jalan Kebun ( PKT) 32,200,000
3 - Pemberian MakananTambahan Balita & Insentif 38,700,000 - -
4 Pembelian Alat Posyandu ( Meja Stunting ) 3,000,000
5 - Pelatihan Stunting 9,265,000 = <
6 - Belanja Koran 3,000,000
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a8 - ‘la:-mpulrr dan Pemasangan Internet 15,000,000 " 1 S—— - - SR —— —
9 - Penel;usuran Batas Desa \0_(,30_000‘ \ \ A7 L Y. Teem
10 -  Pengembangan Desa Wisata \‘N.?SS.OO(\Y r \__ L A 3
11 - Desa Siaga Keachatan 39,330,000 \ \ \
1 Pembinaan Kemasyarakatan 28,550,440 - - - | \
1 - Sosialisani Keamanan Dan Ketertiban 7,663,000 2 =1 L
2 - Pengadaan/Penyclenggaraan Pos Keamanan Desa 20,885,440 r ) 3
{ |
IV |Pemberdayaan Masyarakat 19,560,000 13,853,000 - - :
1 -  Pelatihan Pelaksana Teknis 13,855,000
2 - Pelatihan Penyusunan RPJMDES 9,365,000 !
3 - Pelatihan BUMDES 10,195,000
V  |Penanggulangan Bencana 213,000,000 - - ! - { i
1 - Bantuan Langsung Tunai 213,000,000 - " |
|
JUMLAH 752,943,000 393,453,720 21,307,453 - <]

Wiau Lapi, 39 Desember 2020
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

\

Hendra 8. Mokalu
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RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN : 2021

Desa Wiau Lapi
Kecamatan Tareran
Kabupaten Minahasa Selatan
Provinsi Sulawesi Utara
: : Pola Rencana
No. Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi |Volume ?;:ﬁrf::t/ Pela“ll(:ka.;uaan e E L L L I Pelaksanaa P?laksana /
Jlh (Rp) Sumber B L
a b c d e f g h i J |
1 | PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | ]
1 Pendataan Penduduk Desa | 1 keg. | masyarakat Maret 20,000,000 ADD Swakelola Pokja l
2 Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa Desa 1 keg. | masyarakat Maret 20,000,000 ADD Swakelola Pokja ’
3 | Kegiatan Musyawarah Jaga/Penggalian Gagasan; Jaga 1-4| 1 keg. | masyarakat  Juli 5,000,000 ADD Swakelola Tim 7
4 | Kegiatan Musyawarah Desa; Desa | 1 keg. | masyarakat Agustus 2,000,000 ADD Swakelola BPD
S Kegiatan Musrenbangdes; Desa 1 keg. | masyarakat September 2,000,000 ADD Swakelola Pemdes
6 Penyusunan Reviu RPJM dan RKP Desa; Desa 1 keg. | masyarakat Desember 2,000,000 ADD Swakelola Pemdes
7 Periyusxinan APBDesa; o Desa 1 keg. | masyarakat Desember 3,000,000 ADD Swakelola BPD & Pemdes
8 | Penyusunan Perubahan APBDesa; B Desa | 1keg. | masyarakat Juli 3,000,000 ADD Swakelola | BPD & Pemdes
9 Penyusunan Laporan APBDes, LPPD dan LKPJ - Desa 1 keg. | masyarakat Januan 3,000,000 ADD Swakelola Pemdes
10 Pemeliharaan rutin/berkala kantor desa; Desa |1 tahun| masyarakat Jan s/d Des 35,000,000 ADD Swakelola PPKD
12 " Pemeliharaan Gedung kantor Desa BPU |1 tahun| masyarakat Jan s/d Des 500,000,000 DD Swakelola PPKD
13 Pemeliharaan rutin fasilitas pendukung kantor desa Kantor |1 tahun| masyarakat Jan s/d Des 5,000,000 ADD Swakelola PPKD
14 Kegiatan Operasional BPD; Desa |1 tahun| masyarakat Jan s/d Des 5,000,000 ADD Swakelola BPD
15 Kegiatan Operasional Jaga; Jaga |1 tahun| masyarakat Jan s/d Des 5,000,000 ADD Swakelola KJ/Meweteng
16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik; Desa |1 tahun| masyarakat Jan s/d Des 1,500,000 ADD Swakelola PPKD
17 | Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Desa; o Desa |1 tahun| masyarakat Jan s/d Des 2,000,000 ADD Swakelola PPKD
18 | Cetakan dan Penggandaan Sekretariat Desa; Desa |1 tahun| masyarakat Jan s/d Des 2,500,000 ADD Swakelola PPKD
19 Pengadaan komputer / la:pto;, Printer, LCD, sound system / pengeras suara Desa |1 tahun| masyarakat Jan s/d Des 50,000,000 ADD Swakelola PPKD
20 | Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan; Desa |1 tahun| masyarakat Jan s/d Des 2,000,000 ADD Swakelola PPKD
21 | Penyediaan Makanan dan Minuman; Desa |1 tahun| masyarakat Jan s/d Des 10,000,000 ADD Swakelola PPKD
22 | Penghasilan Tetap Hukum Tua dan perangkat desa; Desa |1 tahun| masyarakat Jan s/d Des 235 200,000 ADD Swakelola PPKD
23 | Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan PPKD staf Desa Desa |1 tahun| masyarakat Jan s/d Des 150,000,000 ADD Swakelola PPKD
24 | Tunjangan BPD - o Desa |1 tahun| masyarakat | Jan s/d Des 21,000,000 ADD Swakelola PPKD
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25 | Insentif Linmas Desa |1 tahun| masyarakat | Jan s/d Des 7200000\  ADD | Bwakeicka \ VPLD \
26 | Insentif KPM Desa |1 tahun| masyarakat | Jan s/d Des 1,200,000 DD | Swakeisia | PPLD \
27 | Insentif Kader Desa |1 tahun| masyarakat | Jan s/d Des 6,000,000 ADD Swakelcia PPED \
28 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah; Jakarta mhl e masyarakat Jan s/d Des 40,000,000 ADD Swzkeloia PPLD
29 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; Amurang m: ... | masyarakat Jan s/d Des 25,000,000 ADD Swazkella PPED
30 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor; Desa 1 set | masyarakat Jan s/d Des 20,000,000 ADD Swzkrlcla PPED
31 | Pengadaan mebeleur; Desa 1 set | masyarakat Juli 10,000,000 ADD Swakrloia PPED
32 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya, Desa | 20 set | masyarakat Juli 10,000,000 ADD Swzkeloia PPKD
33 | Pengadaan pakaian kerja lapangan dan Pakaian Batik,pakaian Olah Raga Desa | 20 set | masyarakat Juli 12,300,000 ADD Swzkelcia PPLD
34 | Pemilihan Hukum Tua Desa | ) | Masyarakat | Jans/d Des 40,000,000 ADD Swekrisla Pamrz
35 | Premi Asuransi Desa .a:.,... masyarakat Jan s/d Des 3,000,000 ADD Swazkeicia PPED J
36 | Operator Siskeudeas Desa |.. . | masyarakat | Jans/d Des 3,000,000  ADD Swzkelola =
37 | Pengadaan Pakaian Olaraga Desa |._ . | masyarakat | Jan s/d Des 5,000,000 ADD Swakelsia PPED |
39 | Pangadaan Bahan Bacaan Desa T_‘:uﬂ masyarakat Jan s/d Des 50,000,000 DD Swzkeloia PPED
40 Pengadaan internet Desa dan fasilitasnya Desa _,_a: .., | masyarakat Jan s/d Des 5,000,000 ADD Swzkelcla PPED
41 Penyusunan dan Pengimputan Data Profil Desa Desa _’_,:'m masyarakat Jan s/d Des 20,000,000 DD Swezkelciz Tixn
42 Pengadaan Handy Talkiie Desa -r,a.‘..,., masyarakat Jan s/d Des 20,000,000 DD Swmzkelcla Pemies
43 Operasional TIM Penentuan Batas Kewilayaan Desa Desa —r,:,m masyarakat Jan s/d Des 20,000,000 DD Swakelcla Fe=des
44 | Pengadaan kelengkapan Atribut TIM Penentuan Batas desa Desa 1-—,: ..., | masyarakat Jan s/d Des 20,000,000 DD Swzkeicia Pendes
45 Pemeliharaan Kendaraan Oprasional Desa; Desa 1 set | masyarakat Juh 17,500,000 ADD Swakelcia PPED
Jumlah Per Bidang 1 1,419,600,000
o PEMBANGUNAN DESA
A. PELAYANAN DASAR DESA
1 Pemberian Makanan Tambahan & Insentif Kader Desa 1 unit | masyarakat Juli 25,000,000 Dzna Desz | Swzeskcla PPED
2 Pelatihan Stunting Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000 Dzza Desa | Swzkelcla PPiD
3 Pengadaan alat posyandu Desa | 1 keg | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000 Dzzz Desa | Swzkeicla PPED
4 Pengadaan LCD Desa | 1keg. | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa | Swzx=lla PPED
5 pengembangan tenaga kesehatan Desa; Desa | 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dzna Desa | Swzikziulza PPED ]
6 pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000 Dzana Desa | Swakeicia PPED ]
7 | pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Desa; Desa | 1keg | masyarakat | Jans/d Des 10,000,000| Dzna Desa | Swalelola PPED |
8 pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; Desa | 1 keg | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dzana Desa | Swzkeicla PrED ‘
9 pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar Desa Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dazma Desa | Swakelola PPRD ]
10 | pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya Desa Desa | 1keg | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa | Swakelola PPED
11 | pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa Desa | 1keg | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000 Dana Desa | Swaksicla PPED
12 | Pengadaan dan penataan Sarana Olahraga / lapangan sepak bola Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa | Swakelola PPED

Dipindai dengan CamScanner




13 | Pengadaan Alat Olahraga Desa | 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 50,000.000\ Dana Desa \ Swakelola \ PPKD
14 | Desa Siaga kesehatan Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 50,000,000 Dana Desa | Swakelola \ PPKD
15 | fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa. Desa | 1keg. | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa | Swakelola PPKD
B. | SARANA DAN PRASARANA DESA
1 | Pembangunan Gedung Posyandu Desa | 1keg | masyarakat | Jan s/d Des 500,000,000 Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K
2 Gedung Gelanggang Olahraga Desa Desa 1 keg | masyarakat Jan s/d Des 1,000,000,000| Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
3 | Jalan Paving Selatan Desa Desa | 1keg | masyarakat | Jan s/d Des 500,000,000 Dana Desa | Swakelola [ PPKD & TP2K
4 Gedung Perpustakaan Desa Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 400,000,000 Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
5 Perintisan jalan Inpres ke arah Rumoong Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 400,000,000] Dana Desa | Swakelola ’ PPKD & TP2K J
6 | Pembersihan Jalan PKT Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des 100,000,000| Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
7 | Jembatan Jalan Kapaya Rerengkem Desa | 1keg | masyarakat | Jan s/d Des 400,000,000] Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
8 | Jalan Kulung - kulung Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des 600,000,000 Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K |
9 Peningkatan / Pengerasan Jalan yang sudah dirintis Desa | 1 keg. | masyarakat Apr s/d Nov 250,000,000 Dana Desa ’ Swakelola ’ PPKD & TP2K I
10 Pembangunan jalan Paving / Rabat bagian Selatan Desa menuju Lapangan Desa 1 keg. | masyarakat Apr s/d Nov 450,000,000 Dana Desa , Swakelola PPKD & TP2K I
11 Rabat beton jalan yang sudah dirintis ( Jin Baru Timur Desa ) Desa 2 keg. | masyarakat Jan s/d Des 450,000,000 Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
12 Kelanjutan jalan kuntung Desa 3 keg. | masyarakat Jan s/d Des 450,000,000 Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
13 Talud dibelakang rumah kel mokalu worotitjan Desa | 4 keg. | masyarakat Jan s/d Des 450,000,000| Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
14 Pembangunan talud dikompleks Sd GP Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 450,000,000 Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
15 Pembangunan Jembatan menuju Perkebunan Lewet kebun | 1 keg. | masyarakat Apr s/d Nov 20,000,000] Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
16 Pembangunan Jembatan Kulung Kulung dan Rerengkem kebun | 1 keg. | masyarakat Apr s/d Nov 100,000,000 Dana Desa Swakelola PPKD & TP2K
17 | Pembuatan pembangunan Talud di Kompleks SD GP kebun | 1 keg. | masyarakat Apr s/d Nov 150,000,000 Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
18 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, Desa 1 keg. | masyarakat April 50,000,000| Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
19 Pembangunan jalan dalam TPU Desa 1 keg. | masyarakat April 50,000,000 Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
20 | Pengadaan dan Pembangunan SMP Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 250,000,000 Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
21 | Pengadaan PAUD Desa | 1keg. | masyarakat Jan s/d Des 250,000,000| Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
22 | Pembangunan dan Pengadaan MCK Desa | 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 50,000,000 Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
23 Pembuatan jalan setapak manonang lewet Kebun | 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 250,000,000 Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
24 Pengadaan ALSINTAN desa 1 keg | masyarakat Jan s/d Des 1,000,000,000| Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
25 Pembangunan Gapura batas wilayah Desa desa 1 Keg | masyarakat Jan s/d Des 300,000,000 Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
26 Pembanguan Batas Batas Kewilayahan Desa desa 1 Keg | masyarakat Jan s/d Des 200,000,000 Dana Desa | Swakelola Pemdes
27 | Pembanguan Pos Kambling di tiap jaga desa 1 Keg | masyarakat Jan s/d Des 300,000,000 Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
C. | PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA
1 Ketahanan Pangan Desa | 1keg. | masyarakat Jan s/d Des 1,000,000,000| Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
2 Pengadaan Bibit dan Pupuk Desa | ! keg. | masyarakat Jan s/d Des 100,000,000 Dana Desa | Swakelola PPKD
3 pengembangan usaha mikro berbasis Desa; Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
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4 Pengembangan Desa Wisata Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 400 .000.000\ Dana Desa \ Swakc\o\a\ PPKD & TP2K \
5 pendayagunaan Keuangan mikro berbasis Desa; Desa | 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000} Dana Desa ‘ Swake\o\a\ PPKD & TP2K \
6 pembangunan dan i:engclolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000 Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K \
7 pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 100,000,000| Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
8 penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
9 penanggulangan hama/penyakit pertanian/perikanan/Vaksinasi Ternak secara terpaq Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000 Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
10 | pengembangan benih lokal; Desa | 1 keg, | masyarakat | Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP2K
11 pengembangan ternak secara Umum; Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000 Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
12 | pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; Desa | 1keg. | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000] Dana Desa | Swakelola PPKD & TP2K
13 | pengembangan TTTG pengolahan hasil pertanian/perikanan Desa | 1keg. | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa | Swakelola | PPKD & TP'.’}L’
14 | Penyertaan modal BUMDES ] o " | Desa | 1keg. | masyarakat | Jan s/d Des 50,000,000] Dana Desa | Swakelola | Pemdes |
Jumlah Per Bidang 3|  9,615,000,000 | |
II | PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA |
1 Kegiatan Pembinaan PKK; Desa 1 keg. | masyarakat ~ Juni 15,000,000 ADD Swakelola | PPKD & Panita
2 Kegiatan Pembinaan kepemudaan; o Desa 1 keg. | masyarakat ~ Juni 15,000,000 ADD Swakelola | PPKD & Panitia
3 Pembinaan kerukunan umat beragama i Desa 1 keg. | masyarakat September 15,000,000 ADD Swakelola | PPKD & Panitia
4 Pengadaan sarana dan prasarana olah raga Desa 1 keg. | masyarakat Apr s/d Nov 100,000,006 ADD Swakelola | PPKD & Panitia
5 Pelatihan Pa;a]cgal Desa Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 20,000,000 ADD Swakelola | PPKD & Panitia
6 Pelatihan Lembaga Desa Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 20,000,000 DD Swakelola | PPKD & Panitia
7 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Desa 1 keg. | masyarakat September 20,000,000 ADD Swakelola | PPKD & Panitia
8 Pelatihan Administrasi Desa Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 20,000,000 DD Swakelola | PPKD & Panitia
9 Pengadaan / Penyelenggaran Pos keamanan desa Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 20,000,000 DD Swakelola | PPKD & Panitia
10 Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat Desa 1 keg. | masyarakat September 20,000,000 ADD Swakelola | pPPKD & Panitia
Jumlah Per Bidang 3 265,000,000
IV | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 Pelatihan Digital ) Desa 1 keg. Masyarakat Jan s/d Des 15,000,000| Dana Desa | Swakelola |PPKD & Panitia
2 Pelatihan manajemen usaha Desa 1 keg. | masyarakat Juli 15,000,000] Dana Desa | Swakelola PPKD & Panita
3 Pengenalan TTG pada Masyarakat; Desa | 1 keg. | masyarakat Agustus 15,000,000 Dana Desa Swakelola | PPKD & Panita
4 Pelatihan penggunaan Teknologi Informatika; ) Desa 1 keg. | masyarakat Mei 15,000,000 Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitia
5 Peningkatan kapasitas aparatur desa Desa 1 keg. | masyarakat Mei 50,000,000| Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panitna
6 Pelatihan Keamanan Dan Ketertiban Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 15,000,000 Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panita
7 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat; Desa 1 keg. | masyarakat Mei 15,000,000 Dana Desa | Swakelola | PPKD & Panita
8 Pelatihan Kelompok Perempuan ( Ekonomi Produktif ); Desa | 1 keg. | masyarakat Juli 20,000,000 Dana Desa l Swakelola | PPKD & Panitia
9 Pelatihan Kelompok tani; Desa 1 keg. | masyarakat Juli 15,000,000 Dana Desa \ Swakelola | PPKD & Panitia
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10 | Klinik Pertanian Desa 1 keg. | masyarakat Jan a/d Dea lfﬂ.ﬂﬁ(),tﬁ)')‘ Dnna Desa | Swriaeiobn | e, \
11 | Pclatihan kader Posyandu Desa | 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 15,000,000 Dana Desa | Swokeioin | 7740 & teme |
12 | BIMTEK BPD Desa | 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 100,000,000| Dana Deas | Swmiioia | Panitia 1
13 Pelatihan Penyusunan RPJMDes Desa 1 keg. | masyarakat Jan a/d Desa 15.000 000| Dana Deaa Sk inia orime }
14 | Pelatihan komputer Desa | 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des 15,000,000| Dana Desa | Swakslola Deeicing 1
15 | Pelatihan administrasi jaga Desa | 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 15.000,000| Dana Desa | Swaisiols l PYKD & Pametis j
16 Pelatihan penyusunan desaign & Rab Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 15.000,000| Dnana Desa L Sewrmikrlola l TPKD 8 Pumtis j
17 | Bimtck Hukum Tua Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 15,000,000 Dana Desa 1 Swakeioia | PPKD & Panetia J
18 | Bimtck PKK Desa | 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 15.000.000| Dana Desa quk'.'n-'a | PPED & Pumtia |
19 | Bimtck Perangkat desa Desa | 1 keg. | masyarakat [ Jan s/d Des 225.000.000| Dnna Desa | Swakrioia | 77XD % P |
20 | pclatthan BUMDES Desa | 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 20.000.00()[ Dana Desa [ Swakelois | PPKD % Pumstis |
21 | Pelathan Stunting Desa | 1 keg. | Masyarakat Jan s/d Des 15.000.000| Dana Desa | Swakriola | 7PXD % Pumtia |
22 | Pelatihan Kelompok pemuda ( Wirausaha ); Desa 1 keg. | masyarakat Agustus 15.000.000| Dana Desa , Swmkeloba | KD B Pumetus |
Jumlah Per Bldang 4 775,000,000 | | |
V G TIDAK TERDUGA| | ] 1
1 |Bantuan Langsung Tunal Desa| 1 keg.| masyarakat Jan s/d Des 400,000,000/ Dana Desa |[Swaxsiola |pemdes {
2 |Anggaran COVID Desa| 1 keg.| masyarakat Jan s/d Des 100,000,000| Dana Desa |Swaxsiola | pemdss |
Jumlah Per bidang 5 500,000,000 f
| JumMLAE TOTAL | 13,127.200,000 |
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DAFTRA USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2021

Desa Wiau Lapi
Kecamatan Tareran
Kabupaten Minahasa Selatan
Provinsi Sulawesi Utara
. : Pola Rencana
No. Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi | volume | S2sten/ B D va m] Pelaksanaa / Pelaksana
Jih (Rp) I Sumber ’ = Kegiatan
& b c d e f g A | i ] J |
I | PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | | |
1 | Pendataan Penduduk Desa | 1keg | masyarakat Maret 20,000,000 ADD | Swakelola | Pokja ]
2 Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa Desa 1 keg. masyarakat Maret 20,000,000 ADD ’ Swakelola ’ Pokja ’
3 | Kegiatan Musyawarah Jaga/Penggalian Gagasan; Jaga 1-4| 1keg. | masyarakat Juli 5,000,000 ADD | Swakelola | Tim 7 |
4 Kegiatan Musyawarah Desa; Desa 1 keg. masyarakat Agustus 2,000,000 ADD Swakelola BFD ,
5 Kegiatan Musrenbangdes; Desa 1 keg. masyarakat September 2,000,000 ADD Swakelola Pemdes
6 Penyusunan Reviu RPJM dan RKP Desa; Desa 1 keg. masyarakat Desember 2,000,000 ADD Swakelola Pemdes
7 Penyusunan APBDesa; Desa 1 keg. masyarakat Desember 3,000,000 ADD Swakelola | BPD & Pemdes
8 Penyusunan Perubahan APBDesa; Desa 1 keg. masyarakat Juli 3,000,000 ADD Swakelola | BPD & Pemdes
9 Penyusunan Laporan APBDes, LPPD dan LKPJ Desa :: 1 keg. masyarakat Januari 3,000,000 ADD Swakelola Pemdes
10 Pemeliharaan rutin/berkala kantor desa; Desa 1 tahun | masyarakat Jan s/d Des 35,000,000 ADD Swakelola PPKD
12 Pemeliharaan Gedung kantor Desa BPU 1 tahun | masyarakat Jan s/d Des 500,000,000 DD Swakelola PPKD
13 Pemeliharaan rutin fasilitas pendukung kantor desa Kantor | 1 tahun | masyarakat Jan s/d Des 5,000,000 ADD Swakelola PPKD
14 | Kegiatan Operasional BPD; Desa | 1 tahun | masyarakat Jan s/d Des 5,000,000 ADD Swakelola BPD
15 | Kegiatan Operasional Jaga; Jaga 1 tahun | masyarakat Jan s/d Des 5,000,000 ADD Swakelola KJ/Meweteng
16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik; Desa 1 tahun | masyarakat Jan s/d Des 1,500,000 ADD Swakelola PPKD
17 Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Desa; Desa 1 tahun | masyarakat Jan s/d Des 2,000,000 ADD Swakelola PPKD
18 Cetakan dan Penggandaan Sekretariat Desa; Desa 1 tahun | masyarakat Jan s/d Des 2,500,000 ADD Swakelola PPKD
19 | Pengadaan komputer / laptop, Printer, LCD, sound system / pengeras suara Desa 1 tahun | masyarakat Jan s/d Des 50,000,000 ADD Swakelola PPKD
20 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan; Desa | 1tahun | masyarakat Jan s/d Des 2,000,000 ADD Swakelola PPKD
21 Penyediaan Makanan dan Minuman; Desa | 1tahun | masyarakat Jan s/d Des 10,000,000 ADD Swakelola PPKD
22 | Penghasilan Tetap Hukum Tua dan perangkat desa; Desa | 1tahun | masyarakat Jan s/d Des 235,200,000 ADD Swakelola PPKD
23 | Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan PPKD staf Desa Desa | 1 tahun | masyarakat Jan s/d Des 150,000,000 ADD Swakelola PPKD
24 | Tunjangan BPD Desa | 1tahun | masyarakat | Jans/d Des 21,000,000 ADD Swakelola PPKD
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25 Insentif Linmas Desa 1 tahun | masyarakat ‘ Jan s/d Des 7.200,000\ ADD \ Swakc\o\a\ PPKD \
26 | Insentif KPM Desa | 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des 1,200,000 DD | Swakelola | PPKD \
27 | Insentif Kader Desa | 1 tahun | masyarakat Jan s/d Des 6,000,000 ADD Swakelola PPKD
28 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah; Jakarta| 1 tahun | masyarakat Jan s/d Des 40,000,000 ADD Swakelola PPKD
29 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; Amurang 1 tahun | masyarakat | Jan s/d Des 25,000,000 ADD Swakelola PPKD
30 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor; Desa 1 set masyarakat Jan s/d Des 20,000,000 ADD Swakelola PPKD
31 | Pengadaan mebeleur; Desa 1 set masyarakat Juli 10,000,000 ADD Swakelola PPKD
32 | Pengadaan pakeaian dinas beserta kelengkapannya; Desa | 20 set | masyarakat Juli 10,000,000 ADD Swakelola PPKD
33 Pengadaan pakaian kerja lapangan dan Pakaian Batik,pakaian Olah Raga Desai 20 set masyarakat Juli 12,500,000 ADD Swakelola PPKD I
34 | Pemilihan Hukum Tua Desa | 1 Tahun | Masyarakat | Jan s/d Des 40,000,000 ADD [ Swakelola|  Panitia |
35 | Premi Asuransi Desa | 1tahun | masyarakat | Jan s/d Des 3,000,000 ADD | Swakelola | PPKD |
36 | Operator Siskeudeas Desa |1 Tahun | masyarakat | Jan s/d Des 3,000,000/ ADD | Swakelola | PPKD |
37 | Pengadaan Pakaian Olaraga Desa |1 Tahun | masyarakat | Jan s/d Des 5,000,000 ADD | Swakelola | PPKD |
39 | Pangadaan Bahan Bacaan Desa |1 Tahun| masyarakat | Jan s/d Des 50,000,000 DD | Swakelola | PPKD |
40 | Pengadaan intemet Desa dan fasilitasnya Desa | 1Tahun | masyarakat | Jan s/d Des 5,000,000 ADD | Swakelola | PPKD |
41 Penyusunan dan Pengimputan Data Profil Desa Desa | 1 Tahun masy;r;.kATt | Jan :;/d Des 20,000,000 DD Swakelola Tim ,
42 | Pengadaan Handy Talkiie Desa |1Tahun| masyarakat | Jan s/d Des 20,000,000 DD Swakelola Pemdes |
43 Operasional TIM Penentuan Batas Kewilayaan Desa Desa | 1 Tahun | masyarakat Jan s/d Des 20,000,000 DD Swakelola Pemdes
44 Pengadaan kelengkapan Atribut TIM Penentuan Batas desa Desa | 1 Tahun | masyarakat Jan s/d Des 20,000,000 DD Swakelola Pemdes
45 Pemeliharaan Kendaraan Oprasional Desa; Desa 1 set masyarakat Juli 17,500,000 ADD Swakelola PPKD
Jumlah Per Bidang 1 1,419,600,000
b1 g PEMBANGUNAN DESA
A. PELAYANAN DASAR DESA
1 Pemberian Makanan Tambahan & Insentif Kader Desa 1 unit masyarakat Juli 25,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD
2 Pelatihan Stunting Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD
3 Pengadaan alat posyandu Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD
4 Pengadaan LCD Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD
5 pengembangan tenaga kesehatan Desa; Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD
6 pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD
7 pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Desa; Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD
8 pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD
9 pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar Desa Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD
10 | pengadaan dan pengelolaan sa;ggar seni budaya Desa Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD
11 | pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD
12 Pengadaan dan penataan Sarana Olahraga / lapangan sepak bola Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD
e
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13 | Pengadaan Alat Olahraga Desa | 1keg. | masyarakat | Jans/d Des | 50,000,000| Dana Desa| Swakelola | VPKD \
14 | Desa Siaga kesehatan Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 50,000 .OOO‘Dana Dcmﬁnakc\o\a \ PPKD \
15 | fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa. Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD \
B. | SARANA DAN PRASARANA DESA

1 Pembangunan Gedung Posyandu Desa 1 keg masyarakat Jan s/d Des 500,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K
2 Gedung Gelanggang Olahraga Desa Desa 1 keg masyarakat Jan s/d Des 1,000,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K
3 Jalan Paving Selatan Desa Desa 1 keg masyarakat Jan s/d Des 500,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K

4 | Gedung Perpustakaan Desa Desa 1 keg. | masyarakat | Jans/d Des 400,000,000| Dana Desa| Swakelola | PPKD & TP2K

5 Perintisan jalan Inpres ke arah Rumoong Desa | 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 400,000,000, Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K !
6 | Pembersihan Jalan PKT Desa | 1keg. | masyarakat [ Jan s/d Des 100,000,000] Dana Desa| Swakelola | PPKD & TP2K_|
7 | Jembatan Jalan Kapaya Rerengkem Desa | 1keg | masyarakat | Jans/d Des 400,000,000| Dana Desa| Swakelola | PPKD & TP2K |
8 Jalan Kulung - kulung Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 600,000.000’Dana Desa’ Swakelola ’ PPKD & TP2K ]
9 | Peningkatan / Pengerasan Jalan yang sudah dirintis Desa | 1keg | masyarakat | Aprs/d Nov 250,000,000| Dana Desa| Swakelola | PPKD & TP2K |
10 Pembangunan jalan Paving / Rabat bagian Selatan Desa menuju Lapangan Desa 1 keg. masyaTakat Apr s/d Nov 450,000,000 Dana Desa, Swakelola ’ PPKD & TP2K ]
11 Rabat beton jalan yang sudah dirintis ( Jin Baru Timur Desa ) Desa 2 keg. masyarakat Jan s/d Des 450,000.006 Dana Desa[ Swakelola r PPKD & TP2K ]
12 Kelanjutan jalan kuntung Desa 3 keg. masyarakat Jan s/d Des 450,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K

13 | Talud dibelakang rumah kel mokalu worotitjan Desa 4 keg. | masyarakat Jan s/d Des 450,000,000 Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K

14 | Pembangunan talud dikompleks Sd GP Desa | 1keg. | masyarakat | Jan s/d Des 450,000,000| Dana Desa| Swakelola | PPKD & TP2K

15 | Pembangunan Jembatan menuju Perkebunan Lewet kebun | 1 keg. masyarakat Apr s/d Nov 20,000,000|Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K

16 Pembangunan Jembatan Kulung Kulung dan Rerengkem kcbu.x; 1 likcg. masyarakat Apr s/d Nov 100,000,000|Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K

17 | Pembuatan pembangunan Talud di Kompleks SD GP kebun 1 keg. masyarakat Apr s/d Nov 150,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K

18 | Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; Desa 1 keg. masyarakat April 50,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K

19 | Pembangunan jalan dalam TPU Desa 1 keg. masyarakat April 50,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K

20 | Pengadaan dan Pembangunan SMP Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 250,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K

21 Pengadaan PAUD Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 250,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K

22 | Pembangunan dan Pengadaan MCK Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 50,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K

23 Pem:bua{an jalan setapak manonang lewet Kebun 1 keg. masyarakat Jan Q/d Des 250,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K

24 Pengadaan ALSINTAN desa 1 keg masyarakat Jan s/d Des 1,000,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K

25 Pembangunan Gapura batas wilayah Desa desa 1 Keg masyarakat Jan s/d Des 300,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K

26 | Pembanguan Batas Batas Kewilayahan Desa desa 1 Keg masyarakat Jan s/d Des 200,000,000 Dana Desa| Swakelola Pemdes

27 Pemba;gua.n Pos Kambling di tiap jaga desa 1 Keg masyarakat Jan s/d Des 300,000,000| Dana Desa| Swakelola PPKD & TP2K

C. | PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA

1 Ketahanan Pangan Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 1,000,000,000| Dana Desa| Swakelola PPRKD & TP2K

2 Pengadaan Bibit dan Pupuk Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 100,000,000| Dana Desa| Swakelola | PPKD

3 pengembangan usaha mikro berbasis Desa; Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 10,000,000| Dana Desa| Swakelola [ PPKD & TP2X
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4 Pengembangan Desa Wisata Desa | keg. masyarakat ‘ Jan a/d Des ‘ 200 000 OO0\ Tmnn Dema| Smrsieriols | PFEL S TR0
5 pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; Desa 1 keg. manyarakat Jan 3/d Dea U).(‘/'l‘:,fl‘/}F:mn Urnal Swsleelols | PURD % TPIR
6 pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 10,000.000| Dana Dewa| Swakedols | PPRD & TPIR
7 pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 160.000 000 | Dnna Drsa| Swakeiols | TRD B TVIR
8 penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 10.000,0600| Dana Dema| Swakelola | PPRD & TPIX
9 | penanggulangan hama/penyakit pertanian/perikanan/Vaksinasi Temak secara terpa Desa 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des 10.000.000 | Dana Desal Swakeiol | 77RD % Ik |
10 | pengembangan benih lokal; Desa | 1keg. | masyarakat | Jan s/d Des 10,000,000 | Dana Cesa| Swaikeiow | 77D = 772K |
11 pengembangan ternak secara Umum; Desa 1 keg. masyarakat Jan 3/d Des m.Ol;ﬂ,CCOFDnm T;—-..-l Swrakelola | PPRD % TVIE Ji
12 | pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des r 10,000.000| Dana Drwa| Swakeioks | D AR |
13 | pengembangan TTTG pengolahan hasil pertanian/perikanan Desa | keg. | masyarakat | Jan s/d Des 10,000,000 Dana Desa| Swakeicia | FPKD % TVIK |
14 | Penyecrtaan modal BUMDES Desa 1 keg. | masyarakat [ Jan s/d Des 50.000.000| Dana Desn| Swaksicia | Seemiien |
Jumlah Por Bidang 32|  9,615,000.000/ | ; = |
I | PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | ! | j
] : ' ]
1 Kegiatan Pembinann PKK; Desa 1 keg. masyarakat Juni 15.000,000| ADD | Swanikesoms | 7PKD A P=utia |
2 Kegiatan Pembinaan kepemudaan; Desa 1 keg. masyarakat Juni 15.000.000" ADD | Swmikeicia PPRD % Puntia
3 Pembinaan kerukunan umat beragama Desa 1 keg. masyarakat September lS.OOO.COO‘ ADD | Swakelow | #PXD A azuta |
4 Pengadaan sarana dan prasarana olah raga Desa 1 keg. masyarakat Apr s/d Nov 100.000.00()’ ADD | Swakeiom | #PKD % Mwava |
S Pelatihan Paralegal Desa Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 20.000,000 ADD | Swaketom | PPXD A Mmatse
6 Pelatihan Lembaga Desa Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 20,000,000 DD | Swakecioia | PPKD A immaa |
7 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Desa 1 keg. masyarakat September 20.000.000 ADD l SR Owd o Sol WL -
8 Pelatihan Administrasi Desa Desa 1 keg. masyarakat Jan a/d Des 20,000,000 oD | Swakeowm | PPKD % Musatia
9 Pengadaan / Penyelenggaran Pos keamanan desa Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Dea 20.000,000 DD | Swakeiow PRD N asss |
10 | Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat Desa | 1keg | masyarakat | September 20000000 ADD | Swamciom | KD % e |
Jumlah Per Bidang 3 263,000,000/ | : |
IV | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT i 1
1 | Pelatihan Digital Desa | 1keg. | Maayarakat| Jan a/d Dea 13,000,000 Dasia Dusa Swalaioa FFKD 3 Pumitia |
2 Pelatihan manajemen usaha Desa 1 keg, masyaralat Juli 1 sxcu_cco{ Dana Dewa| Swaxelown | PPKD a Pmsmta |
3 Pengenalan TTG pada Masyarakat; Desa 1 keg masyarakat Agustua 15,000,000 | Duna ,‘r-..: Swakciola | PPRD N Pamasa
4 Pelatihan penggunaan Teknologi Informatika; Desa 1 keg, masyarakat Met 1 \L‘\J\),“\fl)‘:'_“,m‘.a Dewa| Swakeiom | PPKD W Mot 1
s Peningkatan kapasitas aparatur desa Desa | keg masyarakat Met qu:\.‘uA-)u.\{ Duna .,‘r~u; twakciom | PPRXD W Mraetia
6 Pelatihan Keamanan Dan Keteruban Desa | keg manyurnkat Jan »/d Dea 15,000 .)\.‘CI.‘.uLx Q‘rui Swakcetom | PPRD A Pasuta
7 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat; Desa 1l keg masyarakat Mer 1 \‘Ax.‘u,\.‘u:‘rq.m.. ;c-...‘;r NAKSIoA } RO A Pasuta
8 | Pelatihan Kelompok Perempuan ( Ekonomu Produkuf ); Desa 1 key masyurakat Jult 20,000,000{ Dana Jr‘u{ twakeiol | PPND A Pumtsa |
9 | Pelatihan Kelompok tani; Desa | keg masyarakal Juli L 's\x.‘\_\.‘.‘,}\.‘\.‘] Duna Desa| Swakeiow | XD A Pastss |
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o Hukum

10 | Klinik Pertanian B Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 150,000,000| Dana Desa| Swakelola \ Pemdes \
11 | Pelatihan kader Posyandu Desa 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des 15,000,000| Dana Desa| Swakelola | PPKD & Panitia
12 | BIMTEK BPD Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 100,000,000| Dana Desa| Swakelola Panitia
13 | Pelatihan Penyusunan RPJMDes Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 15.000.000| Dana Desa| Swakelola pemdes
14 | Pelatihan komputer Desa 1 keg. | masyarakat Jan s/d Des 15,000,000| Dana Desa| Swakelola pemdes
15 | Pelatihan administrasi jaga Desa | 1keg. | masyarakat | Jan s/d Des 15,000,000 Dana Desa| Swakelola | PPKD & Panita
16 | Pelatihan penyusunan desaign & Rab Desa | 1keg. | masyarakat | Jans/d Des 15,000,000| Dana Desa| Swakelola | PPKD & Panitia
17 | Bimtek Hukum Tua Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 15,000,000 Dana Desa| Swakelola | PPKD & Panitia
18 | Bimtek PKK Desa 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des 15,000,000/ Dana Desa| Swakelola | PPKD & Panita l
19 | Bimtek Perangkat desa Desa 1 keg. masyarakat Jan s/d Des 225,000,000| Dana Desa Swakelola ] PPKD & Pamuﬂ
20 | pelatihan BUMDES Desa 1 keg. | masyarakat | Jan s/d Des 20,000,000 Dana Desa| Swakelola | PPKD & Panitia
21 | Pelathan Stunting Desa 1 keg. Masyarakat | Jan s/d Des 15,000,000| Dana Desa| Swakelola | PPKD & Panitia
22 Pelatihan Kelompok pemuda ( Wirausaha ); Desa 1 keg. masyarakat Agustus 15,000,000| Dana Desa| Swakelola | PPKD & Panitia
i Jumlah Per Bidang 4 775,000,000
Vv |G TIDAK TERDUGA |
1 |Bantuan Langsung Tunai Desa 1 keg.| masyarakat Jan s8/d Des 400,000,000 |Dana Desa|Swakelola |pemdes
2 |Anggaran COVID Desa 1 keg.| masyarakat Jan s/d Des 100,000,000| Dana Desa|Swakelola |pemdes
Jumlah Per bidang S5 500,000,000
| yoMLAm TOTAL | | 13,127,200,000
,n_,{elngetahu{ : Wiau Lapi, 29 September 2020
Penyusun RKP Desa

Hendra S. Mokalu
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PEMERINTAI KABUPATIEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

' BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA WIAU LAPI
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bcrk“i“‘" dengan penyusunan Rancangm RKP di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten
\(inahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utarapada :

Hari / Tanggal Selasa, 29 September 2020
Jam * 09.00 Wita s/d selesai
Tempat :  Kantor desa

Telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dﬂ."adi“ oleh H ‘;:;ln:_
‘ua, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar
erlampir-

D i i bertindak
'Materi yang d1b'aha_s dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ini serta yang

selaku uUnsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

‘A, Materi atau Topik
1. Rancangan RKP Desa Tahun 2021 yang berisi prioritas program dan kegiatan yang
didanai lewat :

- Pagu Anggaran dari Dana Desa dan ADD

2. Daftar usulan RKP Desa Wiau lapi Tahun 2021

B. Pimpinan Musyawarah dan Nargsumber

Pemimpin Musyawarah i LT’RR 9? ASEHG"SP dari hukum tua
r |
' Notulis dari ...coeevveeineneennnn
Narasumber : 1. TABRC.B-M.TUMW@A, SE. ...  dari. CAMAT
o Yearne fowmeas, o1 . dan BTN
3. 30ULY. Sumakul . SRE . dari. PR

:Setela.h dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah
perencanaan pembangunan desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
' kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan
RKP Desa yaitu :

- Periorivac Progmm kLeglatan  Pemb angunan “fang
alean o Danai eleh  Anggacan DD.

—
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e program dan kegintan + ,
sjort® ! fiatan yang didanai lewat dana desa tahun 2021 secarit herurutan

I ah cebagai berikut :
1

l“'l )
gidang Pembangunan :

|. Pamban\,unan GeLanﬂnnj olah ,quf. 4 60/1}
2. G‘Zd“‘]j P0f05$a!cman DeSa

3. Jembatan Kapaya . Reranghem

4 PAud
5__. ée_oqpﬁ‘ PMJ"LUDQ
G Selamn Bldanj pe"néq”qnqn Adqibqn Brelang

biclang damgya yang akan ol Danal Olh Angg 77
" Dana DFsa  Dan Alokas Dana Desq  melipsh

1. Q/o(ay sze/enj‘gqrmn Denecin#ah Desq

- glo(Mj szruﬂlnamz

A: B/alcmj ,DcMAerdUaa/fL

y. 8Iolamj Jak ﬁrdcyq

7. Untuk sumber dana lainnya terlampir dalam Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2021
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar Gt

fipergunakan sebagaimana mestinya.
Wiau Lapi, 29 September 2020

-Mengetahui,

B 2

" ASENG, SP

Wakil Masyarakat
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DESA

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
WIAU LAPI

——

DAFTAR HADIR

PENYUSUNAN RANCANGANRKP DESATAHUN 2021
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

! AL
'yaRl/ TANGG

: Selasa, 29 September 2020

1 EMPAT ‘Kantor desa
NAMA LK |PR | JABATAN TT'?\]N%\; ,
[ |%b 6.H. Tonoa v | tAMAT

Pdrts 7Py, G0 v Ll WA

7 o 4 ek 800
m Dok T A v ﬂ?}, Weg -

en'/efon Lu\fr-q—o\q'.'dn v S'VL"? }C‘cd_
ﬂ rene. (.Uf‘ﬂ‘,r I A B B
ﬂ_/‘f B PR — -~ |

Joaek \ongi /| = (-t

Devny A Wonbban | v Cdar VD A
10| Moxi Farunden % by Jx
1| s §0Mban I ENIEY/S
12 | Ferrmy,  Lintim, v W”,F C?#@ﬂ
3 lhedy, P, v At | b
14 B Mebudy v by | P
15 /‘[/ U rassg e = Kaoie Peennhn %\,ﬂ"'%
—IEE,&-{V oo lt v Clap %
17!ﬂu@- 5W¢téw( - fala 2 C;@Q =
8]}/72 (o PRk | | [FPalay | o0
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DOKUMENTASI RAPAT
u
SYAWARAH PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN

DESA ( RKPDes Thn 2021)

i A ke

ekt

oy ._/ £ o },J .\'J\j“

Dipindai dengan CamScanner



RAncaq 202(
54 NEAN PP THH
P Ol MElqiuy Ml/_(yﬂa)rfﬂﬂf‘/

PEM& AT arpmy  ESA

. [Tanggal Sof
far [Tanss “ala, 49 ~Lepdenber . 2010
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PEMERINTAI K

T ABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

—_

MELALUI MUSYAWARAH PE

JARI/ TANGGAL

DAFTAR HADIR
Wi ’
PENYUSUNAN RANCANGANRKP DESATAHUN 2021

RENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

: Selasa, 29 September 2020

TEMPAT ‘Kantor desga

NO | NAMA LK |PR | JABATAN
1 ey G.H. Towton v | tamar
It o (el
3 fhain fordim v wk B
L% R S| G Ve
5 yenkin Wnrengion | | |Sff Fec
()’)Ee, (.um\- ' O e (S
2 N

g |k \W\qf o — =
9: Dewuny A Wenbbau | v Cy VED
10 | Max1_ Karundeng v by

11 fM’W': gbwuﬂf\ el D@ Uy A
12 r;:{amq d_lpﬂ'\? 4 W\«f b
13 laedse P Koo, .
4 MRy v iabbudsy
ISIIZje'/l:/ MUI’?-’(“?’I:‘"“ — Kai'e Peuieashs
16 1 3)\ly  gpol v clap

17 Dalu,,‘ Su,ma(éq,( fala l

18| Mle sy R v rla
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PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPI

BERITA ACARA
TENTANG HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN
RKP TAHUN 2021 DESA WIAU LAPI

Laltﬂ” Dengan Pelaksanagn Musyawarah RKP Desa Di Desa Wiau LapiKecamatan Tareran
patcﬂ Minahasa Selatan Proving;j Sulawesi Utara, maka pada hari ini :

Harl/Tanggal :Bw, 99 Juiy 2020

Jam : ...‘.?2:.‘?9....3/d selesai

Kantor desa Wiau lapi
plah disclesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh TIM penyusun RKP Desa sebagaimana
daﬂar terlampir.
Aaenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan adalah sebagai berikut :
;1_ Melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan;
? ) Melakukan pengkajian keadaan Desa;
| 3. Penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa mengikuti regulasi aturan yang baru; dan
4, penyempurnaan rancangan Perubahan RPJM Desa:
iHasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana daftar terlampir
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tempat

Wiau Lapi, 29 \]qLT 2020

Mengetahui,
ANPRIEA
~Huk

KetuaTim Penyusun RKP Desa
e
U

HENDRA MOKALU

——
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ESA
NOMoR
%5 TAHUN 509
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6/—_[\\ JABATAN TANDA TANGAN
T JORANIS 2 RANTONG g

- KETUA W

MEYTI] POSU /
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T
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SEKRETARIS
DEETJE M
AUN, SPD ANGGOTA %/

MAXI KARUNDENG ANGGOTA M
ETERANGAN
jumlah Anggota Orang
Hadir : Orang
ndak Hadir : Orang
Quorurd * Memenuhi Qourum

Wiau Lapi, 2,,) September 2020

BADAN-PERMUSYAWARATAN DESA
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
1 WIAU LAP| '
KABUPI:ECAMA’I‘AN TARERAN
TEN MINAHASA SELATAN

< BERITA ACARA
L TI;PRA::; QPN :AAEQ/I:N PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI
GAN PERATURAN DESA WIAU LAPI
o RK“;C;TOR TAHUN 2020
$ WIAU LAPI TAHUN TAHUN 2020

# pari Lobu 30 bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat diKantor
a

wiau lapi Kecamatan Tarweran Kabupaten Minahasa Selatan telah diadakan Rapat

s
Bﬂdan permusy awaratan Desa dalam r. angka membahas RKP Desa.

; Badan permusyawaratan Desa Wiau lapi dihadiri oleh seluruh Anggota Badar
Badan

kok

gap2 _
rmus}’fﬂ“’"a‘ra‘t‘m Desa  sebagaimana daftar terlampir. Dalam rapat

rmusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok — PO
sl pembicaraan, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi

peraturan Desa
2. Rincian Prioritas RKPDes
3. prioritas RKPDes akan dibiayai dalam APBDes
pemikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan desa ini dibuat untuk

i pergunakan sebagaimana mestinya.
Wiau Lapi, 30 September 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA /;A\—'l:f SEKRETARIS
)
/%Q,/ &
| JOHANIS Z. RANTUNG, SPD \J\’ A DENNY WOROTITJAN, SE
\ |
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NOMOR gq,

JUAN TERHADAP RANCANGAN

/ ——— "~ TAHUN 2020
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JOHANIS Z. RANTUNG, SPD
MEYTI POSUMAH

RN

WAKIL KETUA

DENNY WOROTTIJAN, SE

SEKRETARIS

DEETJE MAUN, SPD ANGGOTA

MAXI KARUNDENG ANGGOTA

NN TN T

e

ETERANGAN :

glah Anggota  : Orang
. orang
pdir
ik Hadir : Orang

Memenuhi
Jorum Qourum

Wiau Lapi, 3D September 2020

7|
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\AHUI) e
ﬂ KECAM A'?l N MINAHASA SELATAN
‘//

‘AN TARERAN
BERITA AcARp

DESA WIAU LAp]
PEMBAHASAN pENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TE
NTANG rRkp DESA TAHUN 2021

a penyusunan l\‘uncungnn RKP

| angK Tahun 2021,

pe
Ihl 1)‘"(’" '
1

Desa Wiay Lapi Kecamatan Tareran

(tari / Tanggal 50 , Seplember 2020

Jam : 03 WITA 8/d sclesai

Tempat + Kantor Desa Wiau Japi

ah disclcnllg‘"“k‘m rapat pembahasan antara Pemerintah Desa dan Badan Pcnnusywafa@

antuk menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2021 menjadi
¢ n Desa, yang juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kecamatan Tareran, wakil-wakil
I1,“mgynmkm. desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana

m dalam lampiran Daftar Hadir,

aturd

mnlu

s AU topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan apat
!

: nnmsumbcr adalah :

Materi atau Topik

pembahasan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2021

menjadi Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2020

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat . JOHANIS Z. RANTUNG, SPD (Ketua BPD)

Sekretaris / Notulis ~ :  DENNY WOROTITJAN, SE (Sekretaris BPD)

Narasumber 1. YERIKSON WURANGIAN, SE (Kasie Pemberdayaan Perangkat
Desa)

2. ALFRITS F,\. ASENG, SP (Hukum Tua)
dah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya BPD dan
wrintah Desa memutuskan dan menyepakati Rancangan RKP Desa Tahun 2020menjadi
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" Desa seperti ; . i
:lﬂturan p terlampir dalam Berita Acara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan
i Berita Acara ini.

mikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat
pergu“akan sebagaimang mestinya,

Wiau lapi, g, September 2021

Badan Permusyawaratan Desa
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WIAU LAPI
KECAMATAN TARERAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

-

I RISALAH RAPAT
qari / TANESY b Seleg,

ki Pelaksanaan 19. Sepenhar 2020
N

09. ¢o Lo - ‘
146 ) n
empat ta S[4 Salesal
qateri Rapat : Pembahasan tenteng RKPDes Desa Wiau Lapi Tahun 2021 MSHAC
Peraturan Desa Wiau Lapi Nomor Tahun 2020 Tentang RKPDes
Desa Wiau Lapi Tahun 2021
pserta Rapat * 1. BPD Wiau Lapi

2. Pemerintah Desa Wiau Lapi

ISI
pmbahasan

1.Rancangan RKP Desa Tahun 2021

esimpulan
elalui pembahasan antara BPD dan Pemerintah Desa dapat disimpulkan bahwa :
1.Seluruh Anggota BPD menerima Rancangan Peraturan Desa Tentang RKPDes Tahun 2021
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang RKPDesan dengan beberapa catatan
sebagai berikut :

- Untuk proses penyusunan Rancangan APBDesa, diharapkan Pemerintah Desa lebih
memperhatikan lagi Prioritas pembangunan selain infrastruktur umum juga pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Setelah ditetapkan, segara masukan ke BPMPD untuk dilakukan pemeriksaan agar dapat
diundangkan dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa.

- Pemerintah Wajib membuat informasi Perdes RKPDes kepada masyarakat baik secara
tertulis maupun lisan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SEKRETARIS

JOHANIS Z. RANTUNG, SPD DENNY WOROTITJAN, SE
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nimbang:

ngingat

1etapkan
SATU

KECA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI

" KEPUTUSAN
DAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI
MATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR ¢\TAHUN 2020

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA WIAU LAPI

)

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA WIAU LAPI KECAMATAN TARERAN TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI

Bahwa untuk mewujudkan mewujudkan Pembangunan yang
berorientaasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan
Pelaksanaan baik skala menengah desa dan atau skala tahunan.
Bahwa untuk  melaksanakan penyelenggaraan ~ pemerintahan,
pembinaan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat perlu diarahkan pada perencanaan prioritas.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

Undang - Undang Nomor06 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan
pelaksanaan UU nomor 6 tentangDesa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Prioritas
pembangunan desa ;

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Tahun 2015
tentang Perencanaan Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN
Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintah

Desa Tahun 2021 Desa Wiau lapi Kecamatan Tareran Kabupaten
Minahasa Selatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
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DUA RKP Diprioritasnya dianggarkan untuk di biayai dalam APBDes.

TIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

Ditetapkan : di Wiau Lapi
Pada tanggal : 29 September 2020

S |
Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAN KABUPATEN MINAIASA SELATAN KECAMATAN TARERAN
DESA WIAU LAPT

KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA WIAU LAPI
NOMOR °7 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2021

HUKUM TUA DESA WIAU LAPI,

Aenimbang * 4 bahwa Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa,
pemerintah Desa akan melaksanakan tahapan yang meliputi
penyusunan Perubahan RPJM Desa dan penyusunan RKP
Desa, schingga perlu menetapkan Tim Penyusun RPJM Desa dan
RKP Desa;

b. bahwa anggota tim penyusun perubahan RPJM Desa dan RKP Desa
terdini Hukum Tua selaku pembina, sckretaris Desa selaku
ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku
sekretaris; dan anggota yang berasal dari perangkat Desa,
lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan
masyarakat Desa, dan unsure masyarakat lainnya, dengan
jumlah tim 7 (tujuh) orang.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka dipandang periu menetapkan Surat Keputusan Hukum

Tua tentang Penetapan Tim Penyusun RKP sebagai Tim 7 Tahun
2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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10.

11.

Republik  Indonesin Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
)i

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatandan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 tahun 2014Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN:

venetapkan

{ESATU : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2021 dengan
susunan keanggotaan scbagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

{EDUA Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut :
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
b. pengkajian keadaan Desa;
C. penyusunan RKP Desa tahun 2021.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya tim penyusun  RKP Desa
bertanggung jawab kepada Hukum Tua.

KEEMPAT Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan
belanja desa Wiau lapi tahun 2021.

KELIMA

keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wiau lapi
Pada tanggal : 13 J(,L{T 2020
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